Pengantar
Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah perencanaan. Namun dari berbagai buku atau bacaan yang berbeda terdapat pengertian yang berbeda pula. Namun jika mengacu pada konsep pembangunan, secara sederhana ”perencanaan” dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dalam menentukan tindakan atas pilihan-pilihan kegiatan dan sumberdaya untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. 

Untuk memahami perencanaan, setidaknya terdapat 4 (empat) hal mendasar dalam perencanaan yakni :

1. Memilih sejumlah kegiatan yang dibutuhkan atau diinginkan. 

2. Menentukan sumber daya untuk mendukung rencana dan tindakan. Sumberdaya yang dimaksud adalah mencakup sumberdaya manusia, sumberdaya alam (tanah, air, hasil tambang, hutan dan lain-lain), sumberdaya modal dan keuangan.

3. Merumuskan tujuan secara tepat.

4. Memutuskan jangka waktu pencapaian tujuan.

Dari penjelasan diatas, jika dikaitkan dengan perencanaan pembangunan daerah maka definisi perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan (stakeholders). Tujuannya adalah untuk pemanfaatan  dan pengalokasian  sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah pada jangka waktu tertentu.

Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk menciptakan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan setara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan sebuah rencana yang hendak dicapai baik jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Perencanaan akan membahas hajat hidup masyarakat secara keseluruhan, maka disinilah masyarakat menjadi penting untuk terlibat agar kebutuhan prioritas masyarakat dapat teralokasi dalam APBD. 

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang terintegrasi dan tidak terpisahkan. Merujuk pada konsep perencanaan sebagai tindakan menentukan masa depan berdasarkan sumber daya yang tersedia (anggaran), maka perencanaan dilakukan harus memperhatikan ketersediaan anggaran. Jika perencanaan dilakukan tanpa penganggaran maka yang terjadi, layaknya orang bermimpi atau mengkhayal. Bayangkan jika kita memiliki keinginan untuk membeli berbagai barang atau kebutuhan, akan tetapi kita tidak mengetahui atau tidak mempertimbangkan berapa uang yang kita miliki. Hal yang sama, jika penganggaran dilakukan tanpa perencanaan yang jelas, maka yang terjadi adalah pemborosan. Seberapa besar-pun uang yang kita miliki tanpa kita memiliki rencana mau dikemanakan uang yang dimiliki, maka uang tersebut akan habis dengan tidak jelas. 

Dari sisi prosedur perencanaan penganggaran, pelembagaan partisipasi warga merupakan prasyarat utama menghasilkan APBD yang pro rakyat miskin. Kaitannya dengan Organisasi Masyarakat Islam, memiliki peran strategis mempengaruhi penyusunan anggaran ini. Ormas Islam memiliki basis real ditengah masyarakat, sehingga upaya mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran menjadi lebih efektif. Oleh karenanya, sesi ini merupakan bagian penting yang perlu dipahami para konstituen ormas Islam. 

	Tujuan Pembelajaran
	· Peserta mengetahui dan memahami pengertian tahapan, dokumen dan alur perencanaan daerah.

· Peserta dapat mengindentifikasi pelaku dan jenis dokumen yang dihasilkan tiap tahapan perencanaan Daerah

· Peserta mampu membuat catatan kritik terhadap dokumen perencanaan 

· Peserta memiliki pemahaman yang memadai untuk mengawal hasil-hasil musrenbang

	Sub Pokok Bahasan
	· Perencanaan pembangunan daerah

· Prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan daerah

· Celah dan strategi warga mengawal musrenbang



	Metode
	· Ceramah/dakwah

· Diskusi Kelompok

· Simulasi 

· Curah Pendapat 

	Waktu
	120 Menit



	Media
	· LBB 1. Tahap, Dokumen dan Dasar Hukum Perencanaan Daerah

· LBB 2. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

· LBB 3. Tahapan Perencanaan pembangunan Tahunan Daerah

· LBB 4. Lembar diskusi kelompok

	Bahan Bacaan
	· Perencanaan Pembangunan Daerah

· Partisipasi Warga dalam Pandangan Islam dan Peran Ormas Islam

	Alat dan Bahan
	· Kertas plano/flipchart

· spidol

· isolasi kertas

· proyektor/LCD

	Proses/Langkah-Langkah  :

	Ceramah dan Curah Pendapat (30’)

· Fasilitator menyampaikan salam pembuka dan menjelaskan secara singkat tentang tujuan yang akan disampaikan dalam sessi ini dimana akan terbagi menjadi 2 (dua) kali diskusi kelompok, proses dan waktu yang diperlukan (10’)

· Fasiltator memberikan pemaparan tentang pengertian, landasan hukum, isi dan alur perencanaan pembangunan daerah, LBB 1 sampai dengan LBB 3 (20’) 

1. menampilkan dan menjelaskan alur tahapan perencanaan daerah

2. menjelaskan pada peserta tentang pengertian perencanaan pembangunan dan bagian –bagian dari RPJPD, RPJMD, renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD

3. menjelaskan landasan kebijakan tentang perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka jangka menengah dan jangka pendek

4. menampilkan tabel pelaksanaan tahapan musrenbang berdasarkan contoh SEB musrenbang tahun 2007 dan memberikan penjelasan keterkaitannya denga perencanaan dalam UU 25 tahun 2004

· Minta peserta untuk memberikan tanggapannya dan mengkaitkan dengan pengalaman pelaksanaan proses perencanaan di wilayah/daerahnya, dan  pertanyaan kunci yaitu sampai sejauh mana peserta pernah terlibat pada proses perencanaan 

Diskusi Kelompok (30’)

· Bagi peserta ke dalam 4 (kelompok), bagikan LBB 4. Lembar Diskusi Kelompok perencanaan tahunan daerah (45’), berupa 1 set kartu/metaplan berisi tahapan perencanaan tahunan,  tabel diskusi kelompok (kertas plano) dan pertanyaan diskusi.

Diskusi Pleno (60’) 

· Minta setiap kelompok untuk menunjuk perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Berikan kesempatan pada peserta dalam kelompoknya untuk menambahkan. 

· Minta peserta dari kelompok lain untuk menanggapi dan berikan komentar singkat untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum terungkap atau belum jelas dalam presentasi. 

· Fasilitator membuat kesimpulan diskusi tentang sesi ini dengan pernyataan kunci berikut:

1. Apakah pengalaman proses perencanaan sudah sesuai dengan payung hukum yang ada

2. Tahapan mana yang paling krusial dalam proses perencanaan

3. Apakah perencaaan yang ada secara normatif sudah sesuai dengan kondisi nyata

4. Pada tahap perencanaan seharusnya sudah tersedia data anggaran untuk tahun yang direncanakan (pagu indikatif)

Hasil perencanaan merupakan rujukan utama dalam penyusunan anggaran, sehingga keduanya harus terintegrasi


LBB 1. Tahap, Dokumen, Isi dan Dasar Hukum Perencanaan Daerah

Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah

· UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
· UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
· UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
· UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
· PP No. 58 tahun 2005 tentang Pedoman Keuangan Daerah
· Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

· SEB Musrenbang ( Surat Edaran Bersama Mendagri dan Bappenas yang dikeluarkan setiap tahun
Pendekatan Perencanaan

· Politik

· Teknokratis

· Top Down (Atas – Bawah)

· Bottom-up (Bawah-Atas)

· Partisipatif
Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Tahap
	Penyusunan
	Isi
	Dasar Hukum

	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
	Mengacu pada RPJP Nasional
	Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah
	Peraturan Daerah

	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
	Penjabaran visi misi program kepala daerah

Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
	Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, arah kebijakan keuangan daerah, program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan, yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran
	Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah

	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 
	Berpedoman pada RPJM Daerah
	Visi-misi, tujuan, strategi dan kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif
	Keputusan Kepala SKPD

	Rencana Kerja Pemerintah/Pembangunan Daerah (RKPD)
	Penjabaran RPJMD, mengacu pada RKP
	Prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan, yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran
	Peraturan Kepala Daerah

	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
	Penjabaran Renstra SKPD
	Kebijakan SKPD, program dan kegiatan pembangunan 
	Keputusan Kepala SKPD


LBB 2. Alur penyusunan perencanaan daerah
















Keterangan :



Hubungan langsung



Hubungan tidak langsung 

LBB 3. Tahapan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah 
	TAHAPAN
	Jadual (bulan)
	Pelaku/Aktor
	Keluaran

	Musrenbang desa/kel
	Januari
	1. Komponen Masyarakat (individu maupun kelompok)

2. Aparat desa/kel dan kecamatan

3. Bappeda dan PMD 

4. Lembaga Profesi dalam desa/kel
	1. Dokumen program prioritas desa/kel serta sumber pendanaannya 

2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.

	Musrenbang Kecamatan
	Februari
	1. Delegasi desa/kel

2. Wakil masyarakat tingkat kecamatan 

3. Aparat kecamatan

4. Lembaga profesi

5. Perwakilan BAPPEDA

6. Dinas/SKPD

7. Anggota DPRD Dapil bersangkutan.
	1. Dokumen Rencana Kerja Kecamatan beserta pendanannya

2. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kab/kota.

	Forum SKPD Kab/Kota
	Pertengahan Februari
	1. Delegasi kecamatan

2. Kelompok masyarakat ditingkat kab/kota

3. Dinas/SKPD diKab/Kota

4. Bappeda Kab/kota

5. Anggota DPRD Kab/Kota

6. LSM dan ahli/profesional 
	1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD.

2. Kegiatan Prioritas beserta pendanaannya

3. Daftar delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kab/Kota.

	Musrenbang Kab/Kota
	Maret
	1. Delegasi kecamatan

2. Wakil kelompok /lembaga masyarakat  tingkat kab/kota

3. Dinas/SKPD diKab/Kota

4. Bappeda

5. Anggota DPRD dari Komisi

6. Lembaga Profesi dan akademisi
	1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana balik berdasarkan fungsi/SKPD.

2. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dansumber pendanaan lainnya.

3. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota,Provinsi dan/atau Pusat.

4. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.

	Penetapan RKPD
	Mei
	1. Kepala Daerah

2. Bappeda

3. Dinas/SKPD
	Dokumen RKPD memuat : 

· Rancangan kerangka ekonomi daerah

· Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah

· Rencana kerja  yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilasanakan langsung oleh pemerintah  pemerintah daerah maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat.


LBB 4. Lembar Diskusi Kelompok

Pertanyaan Diskusi

1. Urutkan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah berdasakan waktu menurut ketentuan UU 25 tahun 2004 (dengan menggunakan 1 set kartu/metaplan yang berisi tahapan perencanaan)

2. Dokumen apa saja yang dihasilkan tiap tahapannya? dan apa isi dokumen tersebut?

3. Siapa saja yang terlibat? 

4. Apa peran atau keterlibatan para pelaku?

5. Apa Permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan?
6. Apa tawaran solusi atau strategi yang bisa dilakukan peserta untuk mengatasi permasalahan tersebut.
7. Diskusikan secara khusus, mengenai keterlibatan warga dalam perencanaan pembangunan di masing-masing daerah peserta
	Tahap
	Dokumen /Keluaran
	Pelaku yang Terlibat
	Peran setiap Pelaku
	Permasalahan
	Solusi

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Bahan Bacaan 1. 

Perencanaan Pembangunan Daerah

Dasar pijakan ketika menyusun perencanaan mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan tentang perencanaan senantiasa mengalami perubahan sejalan tuntutan terbukanya ruang publik atau masyarakat untuk turut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Peraturan-peraturan tentang perencanaan yang berlaku saat ini paling tidak terdapat 5 (lima) peraturan di berbagai jenjang/hirarkinya, yaitu:

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. SEB Musrenbang 2007.

Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap tahapan penyusunannya merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dan saling memiliki keterkaitan. Secara sederhana tahapan penyusunan perencanaan daerah digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Alur penyusunan perencanaan daerah


Keterangan :



Hubungan langsung



Hubungan tidak langsung 

Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa ternyata pelaksanaan pembangunan tidak serta merta langsung dilaksanakan oleh pengambilan keputusan, dalam hal ini pemerintah, akan tetapi melalui beberapa tahapan perencanaan , meliputi : 

· Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang dilaksanakan dalam kurun waktu 20 tahun

· Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun

· Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) selama 5 tahun

· Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan tiap 1 tahun

· Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) selama 1 tahun

RPJMD adalah dokumen perencanaan  yang akan menentukan arah pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun kedepan. RPJMD merupakan penjabaran visi,misi dan program kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) yang disusun berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Lebih jelasnya tentang isi RPJMD diantaranya adalah arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan  daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta memuat kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif atau tidak kaku. 

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (dinas-dinas/lembaga) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada dokumen RPJM daerah. Dalam penjabarannya antara lain mengenai visi-Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakn, Program serta kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD (dinas) yang bersifat indikatif atau tidak kaku.

Pada proses penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD, ada pembagian peran/pelaku yang terlibat langsung di dalamnya. Diantaranya adalah Gubernur / Walikota / Bupati yang mempunyai peran sebagai penetap RPJMD, Kepala Bappeda sebagai penyusun rancangan RPJMD dan penyelenggara musrenbang jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Peran dari Kepala SKPD/Dinas/Instansi adalah menyiapkan rancangan renstra SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan masyarakat sendiri di tahapan ini adalah mempunyai peran mengajukan usulan dalam kegiatan musrenbang jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).

 Tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

Tahap 1  

Menyiapkan rancangan awal RPJMD

Setelah kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) dilantik, maka tugas kepala Bappeda sebagai pelaksana teknis perencanaan daerah segera menyusun rancangan awal RPJMD berdasarkan visi,misi dan program kepala daerah. Hasilnya diserahkan kepada masing-masing SKPD sebagai pedoman penyiapan rancangan renstra SKPD. Waktu penyusunan dilakukan 1 bulan setelah kepala daerah dilantik.

Tahap 2

  Menyiapkan rancangan renstra SKPD

Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD/dinas) menyiapkan rancangan renstra SKPD sesuai dengan tugas. Hasilnya diserahkan kepada bappeda sebagai bahan menyusun rancangan RPJMD.

Waktu dilaksanakan paling lambat 2 bulan kepala daerah dilantik.

Tahap 3

  Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan

Untuk penyusunan rencana pembangunan dengan melibatkan kelompok kepentingan, kepala bappeda menyelenggarakan musrenbang pada tingkat kabupaten yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat.

Dan dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah kepala daerah dilantik.

Tahap 4

Penyusunan rancangan akhir rancangan RPJMD/Pentapan RPJMD

Berdasarkan hasil musrenbang jangka menengah, kepala bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD. Hasilnya kemudian ditetapkan oleh kepala daerah, yang ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik.

Alur / Tahapan penyusunan RKPD dan Renja SKPD
Tahap 1

Menyiapkan rancangan awal RKPD
Kepala Bappeda sebagai pelaksana teknis perencanaan daerah segera menyusun rancangan awal RKPD berpedoman pada dokumen RPJMD. Hasilnya diserahkan kepada masing-masing SKPD sebagai pedoman penyiapan rencana kerja SKPD.

Penyiapan rancangan dilakukan pada awal tahun atau paling lambat bulan januari

Tahap 2

Menyiapkan rancangan renja SKPD

Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD/dinas) menyiapkan rencana kerja SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman pada dokumen renstra SKPD. Hasilnya diserahkan kepada bappeda sebagai bahan menyusun rancangan RKPD.

Penyiapan rencana kerja SKPD dihasilkan paling lambat bulan februari

Tahap 3

Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan

Agar penyusunan rencana pembangunan melibatkan kelompok kepentingan, kepala bappeda menyelenggarakan musrenbang mulai tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten dengan mengikutsertakan masyarakat.

Dalam siklus perencanaan, kegiatan musrenbang dilaksanakan pada 3 tahapan mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan kabupaten. Adapun waktu pelaksanaannya :

· Musrenbang desa/kelurahan dimulai awal januari

· Musrenbang kecamatan dilaksanakan pada bulan februari

· Musrenbang kabupaten dilaksanakan pada bulan maret

Tahap 4

Penyusunan rancangan akhir rancangan RKPD

Berdasarkan hasil musrenbang, kepala bappeda menyusun rancangan akhir RKPD. Hasilnya kemudian ditetapkan dalam bentuk keputusan kepala daerah.

RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD, penjabaran/isinya meliputi prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro daerah, arah kebijakan keuangan, program-program SKPD dan lintas SKPD, Program-program kewilayahan dan lintas kewilayahan yang dituangkan dalam kerangka regulasi serta kebijakan pendanaan

Rencana kerja (renja) SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (lima) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran dari renstra SKPD yang isinya antara lain mengenai kebijakan SKPD serta program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat

Terjadi keterputusan antara proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini terjadi karena hasil dari proses perencanaan (musrenbang) tidak serta merta dilanjutkan prosesnya ke proses penganggaran. Hasil Musrenbang sebagai out put dari perencanaan bottom up harus bersaing dengan usulan dinas (top down). Pada realitanya, usulan dinaslah yang lebih banyak diakomodasi, sehingga tidak heran jika hasil proses perencanaan tidak banyak terakomodasi dalam APBD. Banyak usulan masyarakat yang tidak terakomodasi. Yang pada akhirnya akan menimbulkan apatisme partisipasi.
Bahan Bacaan 2. 


Partisipasi warga menurut Pandangan Islam

Dalam konteks Islam sendiri, pendekatan musyawarah dalam mencapai kesepakatan pembangunan adalah sebuah keharusan dalam menghasilkan pemerintahan yang baik dan melayani rakyat, Hal ini seperti dinyatakan oleh Allah S.W.T sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)
Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.  Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran: 159)

Selanjutnya dijelaskan dalam surat Al Syura ayat 38  yaitu :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38)
Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. al-Syûra: 38)

Di dalam musyawarah tentu ada pemimpin dan anggota, pemimpin bertindak adil dan siap menerima masukan dari anggota musyawarah bukan menafikannya. Di sini, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, agar pemerintahan bisa benar-benar untuk kepentingan pelayanan masyarakat. 

Jika pemerintahan telah mencerminkan syarat-syarat di atas, maka kewajiban warga negara adalah mentaati keputusan penyelenggara negara. 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ (59)     فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa: 59)

Dari penjabaran diatas, jelas bahwa proses perencanaan anggaran sangat penting warga untuk terlibat dan mengawal tiap tahapannya. Mengacu pada berbagai kasus yang terjadi, seringkali dokumen perencanaan anggaran yang disusun sering tidak konsisten antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Bahkan, hasil penyerapan aspirasi masyarakat di dalam musrenbang juga sering hilang pada saat memasuki penyusunan RKA-SKPD sehingga membuat tidak ada satu pun aspirasi masyarakat yang tertampung. Wajar, jika kemudian APBD seringkali tidak mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Atas dasar pertimbangan itulah, maka proses perencanaan anggaran memang sepatutnya untuk dikawal dengan ketat.

Peran Strategis Organisasi Keagamaan 

Untuk mendorong pemenuhan anggaran yang berpihak kepada orang miskin, diperlukan keterlibatan sebanyak-banyak anggota masyarakat. Dalam kepentingan demikian, organisasi keagamaan memiliki posisi strategis. Pertama, dari segi jumlah anggota organisasi keagamaan sangat banyak dan tersebar dari tingkat desa sampai nasional. Mereka bisa terlibat dalam setiap level anggaran, dari desa (APB Desa), APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, sampai APBN.

Kedua, banyaknya anggota berarti pula memudahkan bagi tugas untuk menyebar ke setiap tahapan penyusunan, pembahasan, penetapan, dan terutama pelaksanaan apakah sudah memihak kepada orang miskin atau belum.

Ketiga, organisasi keagamaan relatif masih dipercaya oleh masyarakat, bahwa keberadaan dan perjuangannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Dalam kapasitas ini, organisasi keagamaan juga sekaligus bisa mengajak sebanyak-banyaknya lembaga masyarakat untuk terlibat dalam kerja-kerja pembelaan anggaran agar pro poor. 

Keempat, organisasi keagamaan juga relatif diterima oleh eksekutif dan legislatif. Posisi ini perlu dimanfaatkan untuk mendapatkan dokumen selengkapnya yang sedang dalam proses penyusunan, pembahasan, sampai penetapan. Selama ini banyak kerja LSM kurang berhasil karena persoalan data yang sulit diakses. Banyak organisasi agama yang memiliki kader yang duduk di kedua posisi eksekutif dan legislatif, diharapkan mereka akan mensuplai data dengan baik.

Dan kelima, organisasi keagamaan diharapkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan sampai penetapan kebijakan anggaran. Posisi organisasi keagamaan yang kritis dan bersedia bekerja mempengaruhi anggaran, diharapkan pula bisa mengubah alokasi dana yang selama ini lebih banyak diperuntukkan kalangan birokrasi, bisa direalokasi untuk kepentiangan masyarakat umum utamanya yang miskin.

Wujud keterlibatan organisasi keagamaan bisa bermacam-macam. Antara lain, pertama, menginstruksikan kepada seluruh kadernya agar terlibat dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa sampai kabupaten/ kota. Musrenbang adalah forum pertemuan masyarakat untuk mengusulkan apa program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Diharapkan sebanyak-banyaknya anggota organisasi keagamaan bisa mempengaruhi usulan agar usulan kegiatan atau program benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat terutama yang miskin.

Kedua, pada level struktural organisasi keagamaan mesti secara aktif kontak dengan pemerinah dan legislatif untuk mendapatkan dokumen-dokumen penganggaran. begitu pula aktif memberikan usulan program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin. 

Ketiga, organisasi keagamaan juga perlu memberikan sikap yang tegas terhadap rencana APBN (D) yang masih dalam proses pembahasan maupun yang sudah ditetapkan menjadi APBN (D). Apakah organisasi keagamaan tersebut setuju ataukah tidak terhadap beberapa alokasi anggaran yang sudah dituliskan oleh pemerintah dengan parlemen. Beberapa organisasi keagamaan ada yang sudah melaksanakan tugas tersebut dengan melakukan kajian atau analisis kritis terhadap RAPBD/RAPBN dan menyatakan sikap dan usulan.

Keempat, menggalang koalisi dengan kelompok atau organisasi masyarakat yang lain (juga lintas agama) untuk bersama-sama mendorong anggaran negara yang berpihak kepad orang miskin. Dalam koalisi ini, organisasi keagamaan dan lembaga lain dapat bekerjasama dan berbagi kerja siapa melakukan apa.

Setidaknya keempat hal di atas merupakan tindakan strategis yang bisa dilakukan organisasi keagamaan untuk mendorong pro poor budget. Tugas tersebut demikian mulia sebagai salah satu cara untuk melaksanakan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyi 'an al-munkar yang diperintahkan agama.

Rasulullah bersabda: 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه فذالك اضعف الايمان {رواه البخارى ومسلم }
Artinya : Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangan; jika tidak mampu, dengan lisan; jika tidak juga mampu, dengan hati. Posisi akhir itulah selemah-lemah iman (HR. Bukhari Muslim)].

Akhirnya, kita harus bersungguh-sungguh memperjuangkan anggaran negara agar berpihak kepada orang miskin. Karena hanya dengan sungguh-sungguh kita akan diberi petunjuk oleh Allah jalan yang mesti kita tempuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-'Ankabut: 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
Dengan niat yang tertata sejak awal dan tindakan yang jelas dan konsisten, kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan kemisknan bisa dikurangi. Lebih khusus kita berharap sebanyak-banyaknya orang muslim kian sentosa, agar bisa menjalankan ibadah lebih khusyu'.
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